
PEMERINTAH KOTA MEDAN 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode P0s 20112 

Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228 
E-mail sekretanat@pemkomedan.go.id, Website: www.pemkomedan.go.id 

PERATURAN WALIKOTA MEDAN 
NOMOR 42 TAHUN 2014 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA 

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MEDAN, 

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 
Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 ten tang 
Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan 
Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Medan 
Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Medan Nomor 4) perlu membentuk Peraturan 
Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perindustrian Dan Perdagangan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Vtara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 1965 tentang 
Pen eta pan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Vndang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp. 
Tahun 1960 Ten tang Pergudangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) 
menjadi Undang-Undang Pergudangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2759); 
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4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3214) ;  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3720), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 

6. Undang-Undang Nomor 3 1  Tahun 2000 tentang 
Desain Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844]; 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 
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1 1 .  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik 
Indonesia Nomor 3005); 

15. Pera tu ran Pemerintah Nomor 36 Tahun I 977 
tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam 
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) ,  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 15 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang 
Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun I 996 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3734); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 
tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Dan 
Pengembangan Industri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3330); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan 
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta 
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, 
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan 
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan 
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan 
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat ll Medan Dalam Wilayah Propinsi 
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) 
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat II Simalungun, Daini, Tapanuli 
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, 
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 

19 Pera tu ran Pemerintah Nomor I 3 Tahun 1995 
tentang lzin Usaha Industri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3596); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5103); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang zin Lingkungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5285); 

24. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas; 

25. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang 
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang 
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di 
Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 1 1  
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha 
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang 
Penanaman Modal; 

26. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang 
Kebijakan Industri Nasional; 

27. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 6/M/SK/ 
1 / 1994 ten tang Ketentuan Pengaturan Bengkel 
Umum Kenderaan Bermotor; 

28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 254/MPP/Kep/7/97 tentang Kriteria 
Jndustri Kecil Dan Dagang Keil Di Lingkungan 
Departemen Perindustrian Dan Perdagangan; 

29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 257/MPP/Kep/7/97 tentang Penyusunan 
Laporan Perkembangan Industri Kecil Dan 
Menengah (IKM); 

30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 590/MPP/Kep/10/99 tentang Ketentuan 
Dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha Industri, Izin 
Perluasan Dan Tanda Daftar Industri; 

3 1 .  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan 
Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi Dan/ 
Atau Seminar Dagang; 

32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan 
Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas 
Dan Pengolahan Pelurnas Bekas; 
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33. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang 
Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam 
Kemasan Dan Perdagangannya; 

34. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang 
Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan 
Perdagangannya; 

35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/ 
PER/3/2006 tentang Penataan Dan Pembinaan 
Pergudangan; 

36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/ 
PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat lzin Usaha 
Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/ 
PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/ 
2007 tentang Penerbitan Surat lzin Usaha 
Perdagangan, 

37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/ 
PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Perusahaan; 

38. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M­ 
Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara 
Pemberian Izin Usaha Industri, lzin Perluasan Dan 
Tanda Daftar Industri; 

39. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/ 
PER/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara 
Dalam Pemberian lain Perluasann Dan Tanda 
Daftar Industri; 

40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/ 
PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 
Dan Toko Modern; 

41 .  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/ 
PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, 
Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian 
Minuman Beralkohol; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 
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43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/ 
PER/8/2012 ten tang Penyelenggaraan Waralaba; 

44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-IND/ 
PER/7/2011 tentang Jenis-jenis Industri Dalam 
Pembinaan Direktorat Jenderal Dan Badan Di 
Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/ 
PER/10/2012 tentang Waralaba Dalam Untuk 
Jenis Usaha Toko Modem; 

46. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/ 
PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan 
Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan 
Dan Minuman; 

47.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Bernita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 32); 

48. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 
Tahun 2009 ten tang Urusan Pemerintahan Kota 
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 
Nomor 2); 

49. Pera tu ran Dae rah Kota Medan Nomor 9 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 
Petindustria.n Dan Perdagangan (Lembaran Daerah 
Kota Medan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 

TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA 

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Pasal I 

Pelaksanaa.n Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan 
diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Medan. 
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Pasal 2 

Hal-ha! yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Medan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 
Perindustrian Dan Perdagangan lebih lanjut diatur dengan Peraturan 
Walikota. 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Medan. 

Ditetapkan di Medan 
pada tanggal 23 Oktober 2014 

WALIKOTA MEDAN, 

ttd 

DZULMI ELDIN S 

Diundangkan di Medan 
pada tanggal 23 Oktober 2014 

SEKRETARIS D ERAH KOTA MEDAN, 

SY AIFUL BAHE 

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 42. 


